WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil audiensi dan monitoring bersama

Mengingat

1.

Tim Monitoring Capaian Kinerja Program Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah) KPK Rl
Wilayah Sulawesi Tenggara, maka perlu dilakukan
penyempurnaan tata cara dan tertib administrasi belanja
Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga, maka
perlu mengubah Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan
Belanja Tidak Terduga;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Kendari Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertangpungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor



44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
3602);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebapaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, lerakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



10

11.

12

13.

14,

15.

16.

17

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323,

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor
1781);

.Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan



dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020
lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA EKENDARI NOMOR 61
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban scrta Monitoring dan Evaluasi Hibah,
Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari
Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Moniloring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga
(Berita Dacrah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan mengajukan permohonan Belanja Hibah secara tertulis
kepada Wali Kota.
(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi
cap dan ditandatangani oleh :
a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja
bapi Pemerintah;
b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milk
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan
d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan dan Lembaga,
serta Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
disampaikan oleh pemohon kepada Wali Kota paling lambat sebelum
penetapan RKPD/REPD Perubahan.



(3)

Dalam hal terdapat hibah yang berasal dari Pemecrintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

2. Ketentuan Ayat (2) Huruf a Pasal 11 diubah, schingga berbunyi sebagai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

berilout :

Pasal 11

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) melakukan
evaluasi, verifikasi, validasi dan pengajuan persyaratan permohonan
Belanja Hibah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1), bertujuan untuk :

a. melihat kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar
satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan
seria kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan dengan jenis kegiatannya berdasarkan data/informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan;

c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang
mengajukan usulan hibah;

d. memastikan domisili/alamat sekretariat (Badan dan Lembaga, serla
Organisasi Kemasyarakatan) sebagaimana tercantum dalam
proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;

c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah
diterima oleh calon penerima hibah; dan

f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai
kebutuhan, antara lain :

1. fotokopi KTP Calon Penerima hibah;

2. fotokopi dokumen pendirian/pembentukan Organisasi
Kemasyarakatan atau penunjukkan/pengangkatan sebagai
pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan

penunjukkan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen
lainnya yang dapal dipertanggungjawabkan; dan
3. fotokopi bukti penguasaan dan kepemilikan tanah yang sah
dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah vang
diketahui oleh Lurah disahkan oleh Camat (apabila kegiatan
yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi).
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Ketua TAPD
untuk keperluan penganggaran.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] meliputi surat
rekomendasi dan reviu Inspektorat.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling
sedikit :
a. ldentitas penerima hibah barang/jasa;
b. Jenis dan jumlah barang/jasa;



(6)

(7)

(8)

¢. Standar Satuan Harga (SSH) atau Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) /Analisis Standar Belanja (ASB);

d. Barang/jasa; dan

e. Nominal.

Dalam hal hibah berupa barang/jasa menggunakan Standar Satuan

Harga (8SH) atau Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)/Analisis

Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,

maka dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai pembentuk

Standar Satuan Harga (SSH) atau Harga Satuan Pokok Kegiatan

(HSPK)/Analisis Standar Belanja (ASB).

Standar Satuan Harga (SSH) atas barang/jasa atau Harga Satuan

Pokok Kegiatan (HSPK)/Analisis Standar Belanja (ASB] atas

kegiatan/sub kegiatan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf c diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BKAD untuk

penetapan Standar Satuan Harga (SSH) dalam penganggaran belanja

hibah berupa barang/jasa.

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap Rekomendasi

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), baik secara formal dan material.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal [0 -F- 2023

PARAF KOORDINAS! |
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Diundangkan di Kendan
pada tanggal fo-7 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

L

RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 26



	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)
	006.pdf (p.6)

